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BUPATI LA~~UNG SELATAN
 

PERATURAN~UPATILAMPUNG SELATAN
 

NOMOR 40 TAHUN 2008
 

TENTANG
 

RINCIAN TUGAS JABATAN DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MARA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang : a.	 bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
»<;»: 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 164 
Peraturan Daerah Kahupaten Lampung Selatan Nomor 06 Taboo 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tats KClja Perangkat Daerah 
Kahupaten Lampung Selatan, Perlu dibuatkan Rincian Tugas Jahatan 
Masing-masing Perangkat Daerah; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a 
tersebut diatas, maka perlu menetapkan rincian tugas jabatan, fungsi dan tata 
kerja Dinas Pasar dan Kebersihlln Kabupaten Lampung Selatan dengan 
Peraturan Bupati Lampung Selatan. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Taboo 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 4 Taboo 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Taboo 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Taboo 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Taboo 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik -, .-, Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Taboo 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taboo 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telab 
diubab dengan Undang-Undang Nomor 43 Taboo 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

3.	 Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taboo 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taboo 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kaIi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Taboo 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG RINCIAN 
TIJGAS ]ABATAN DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN 

BABI
 

KETENTUAN UMUM
 

Pasall
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 

2.	 Pemerintah Kabupaten ada1ah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 

5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

7.	 Dinas Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pasar dan Kebersihan 
Kabupaten Lampung Selatan. 

8.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten 
Lampung Selatan. 

9.	 Unit Pelayanan Teknis ada1ab Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dan 
Kebersihan Kabupaten Lampung Selatan. 
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BAB II
 

SUSUNAN DAN STUKRUR ORGANISASI
 

Bagian Pertama
 

Sususnan Organisasi
 

PasaI2
 

Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Lampung Selatan, adalah sebagai
 
berikut: 

I. KepalaDinas 

2. Sekretaris, membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan; 

c. Sub Bagian Keuangan. 

3. Bidang Pengembangan Pasar, membawahi : 

a. Seksi Pembinaan Pedagang Pasar; 

b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitasi Pasar; 

c. Seksi Pengawasan dan Ketertiban Pasar, 

4. Kepala Bidang Pendapatan, membawabi ; 

a. Seksi Penetapan; 

b. Seksi Penerimaan; 

c. Seksi Pendapatan Lain-lain. 

5. Kepala Bidang Kebersihan, membawahi : 

a. Seksi Penyuluhan; 

b. Seksi Operasional; 

c. Seksi Sarana dan Prasarana, 

6. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi : 

a. Seksi Pertamanan; 

b. Seksi Pemakaman; 

c. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame. 

7. Unit Pelaksana Teknis, 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Kedua
 

Struktur Organisasi
 

Pasal3
 

Bagan struktur organisasl Oinas Pasar dan Kebersihan sebagaimana tercantum pada \arnpiran dan
 
merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

BABIII 

RINCIAN TIJGAS JABATAN
 
BagianPerlama
 

Kepala Oinas
 

Pasal4
 

Tugas Pokok Kepala Oinas adalah memimpin Oinas Pasar dan Kebersihan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi Oinas Pasar dan Kebersihan, melaksanakan pembinaan terbadap aparatur 
Oinas Pasar dan Kebersihan agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, 
melaksanakan kerja sarna dan koordinasikan dibidang peJaksanaan dan pengendalian 
pembangunan Pasar dan Kebersihan dengan instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas dibidang 
Pasar dan Kebersihan. 

Pasal5 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, 
Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 mempersiapkan program dan kebijaksanaan telmis dibidang Pasar dan Kebersihan dalam 
rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dinas; 

b.	 memimpin, membina mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan 
program dan kebijaksanaan teknis dibidang Pasar dan Kebersihan agar sesuai perencanaan 
yang telah ditentukan; 

c.	 mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam bidang Pasar dan 
Kebersihan agar teriadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam 
pelaksanaan pembangunan; 

d.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pasar dan Kebersihan 
sebagai acuandalam pelaksanaan tugas; 

e.	 membagi habis tugas Dinas Pasar dan Kebersihan dibidang teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan Dinas Pasar dan Kebersihan 
mempunyai dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

f.	 memberi petunjuk telmis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaantugas; 

g.	 Memberikan usulan dan pertimbangaa kepada atasan tentang langkah-Iangkah dan 
kebijaksanaan yang akan diambil dibidang Pasar dan Kebersihan; 

h.	 menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan; 
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i,	 membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; dan 

j.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Bagian kedua
 
Sekretaris
 

Pasa16
 

Tugas Pokok Sekretaris adalah melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja 
dinas, pengelolaan urusan umum, rwnah tangga, sural menyurat, kepegawaian, perlengkapan, 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta mengelola administrasi urusan 
keuangan kantor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas, 

Pasa17 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, 
Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka penyusunan program kerja 
Dinas Pasar dan Kebersihan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dinas, serta rencana kerja Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam sebagian tugas bidang 
ketatausahaan, agar dapat terlaksana program dan rencana kerja yang telah disusun; 

c.	 mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi surat/menyurat dan kearsipan, 
administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor; 

d.	 merumuskan program dan rencana keJja bekerja sarna dengan unit kerja terkait, 
melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada Pasar dan Kebersihan dan 
laporankegiatanketatausahaan kantor; 

e.	 mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran Dinas pembukuan 
pertanggung jawaban serta penyusunan keuangan kantor; 

f.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Pasar dan 
Kebersihan serta peraturan perundang-undangan yang berbubungan dengan ketatausahaan 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat; 

g.	 membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya; 

i.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas 
secara berdaya guna dan berbasil guns; 

J.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k,	 melakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
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I.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggung jawaban kerja dan masukan 
untuk dijadikan bahan dalarn menyusun program dan rencana kerja Dinas lebih lanju; dan 

m, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku, 

Bagian Ketiga
 

Kepaia Bidang Pengembangan Pasar
 

Pasal8
 

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Pasar adalah melakukan koordinasi penyusunan
 
program kerja dibidang pengembangan pasar, pembinaan pasar dan Pedagang dipasar serta 
fasilitas pasar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal9 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, 
Kepala Bidang Pengembangan Pasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekertariat dalam rangka penyusunan 
program kerja Dinas Pasar dan Kebersihan serta rencana kerja pada Bidang Pengembangan 
Pasar untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawaban dalam sebagian tugas di bidang 
Pengembangan Pasar yang meliputi pengembangan pasar, pembinaan pasar dan Pedagang 
dipasar serta pemeliharaan fasilitas di pasar, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan program kerja yang telah disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Pasar dan 
Kebersihan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang 

.Pengembangan Pasar sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan; 

d. membagi habis tugas pada Bidang Pengembangan pasar kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

e. menerima, mempeiajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk jadikan 
bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

f. Memberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu melaksanakan tugas secara berdayaguna 
dan berhasilguna; 

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih Ianjut; 

h. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 
menyusun program kerja dinas lebih Ianjut; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku, 
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Kepala Seksi Pembinaan Pedagang Pasar 

PasallO 

Tugas pokok kepala Seksi Pembinaa Pedagang Pasar adalah melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Pengembangan Pasar dibidang kegiatan, penyusunan program-program pengembangan 
dan pembinaan dan penyuluhan pasar pedagang di pasar. 

Pasalll 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemtumn ini, 
Kepala Seksi Pembinaan Pedagang Pasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya diling1rungan Bidang 
Kebersihan rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi Penyuluhan untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidang togas 
seksi Pembinaan Pedagang Pasar dan menyusun bahan untuk pemecah masalahnya; 

c.	 melaksanakan penyusunan program-program pengembangan dan pembinaan pasar; 

d.	 melaksanakan pengusahaan kesempatan berusaha bagi para pedagang di pasar dalam rangka 
membina serta mengembangkan padagang ekonomi lemah; 

e.	 menyusun, menerbitkan dan menyimpan register kartu-kartu pemegangan hak pemakaian 
tempat di pasar yang diklasifikasikan menurut lokasi pasar dan komoditi usaha. 

f merencanakan pembinaan,penyuluhan kepada para pedagang tentang perda yang 
berhubungan dengan dinas; 

g. menginventarisasi jumlah tokolkiosllos di pasar masing-masing kecamatan; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktura1 Umum di lingkungan 
Seksi Pembinaan Pedagang Pasar agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan 
berhasil guna; 

i.	 membagi habis tugas Pembinaan Pedagang Pasar kepada aparatur Non Struktural Umwn 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami togas dan tanggung jawabnya masing­
masing; 

j.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporaa pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja Iebib Ianjut; 

k.	 merngevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan basil kerja Iebib 
Ianjut; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Kepala SeksiPengembangan Pasar dan Pemeliharan Fasilitas Pasar 

Pasall2 

Tugas pokok kepala Seksi Pengembangan Pasar dan Pemeliharaan Fasilitas Pasar adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dibidang Kegiatan Pelaksanaan 
pengembangan pasar terhadap kegiatan perkembangan pasar, 
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Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daIam Pasal 12 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Pengembangan Pasar dan Perneliharaan Fasilitas Pasar mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang 
Pengembangan rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi Pemgembangan 
Pasar dan Pemeliharaan Fasilitas pasar untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan - pennasaIahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Pengembangan Pasar dan Pemeliharaan Fasilitas Pasar dan menyusun bahan untuk 
pemecah masaIahnya; 

c.	 memimpin,mengarahkan serta memantau bawahan daIam melaksanakan tugas dibidang 
pengembangan yang meliputi pengembangan pasar serta pemeliharaan fasilitas di pasar agar 
pelaksanaan tugas dapat berjaIan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

d.	 menghimpun, mengelola dan menyusun data-data statistik yang berhubungan dengan 
pengembangan pasar; 

e.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non StrukturaI Umum di lingkungan 
Seksi Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pasar agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya guna dan berhasil guna; 

f.	 membagi habis tugas Seksi Pengembangan dan Perneliharaan Fasilitas Pasar kepada aparatur 
Non StrukturaI Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

g.	 mengumpuIkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan daIam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

h.	 memgevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan basil kerja lebih 
lanjut; dan 

i.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku; 

KepaIa Seksi Pengawasan dan Ketertiban Pasar 

PasaI 14 

Tugas pokok kepa1a Seksi Pengawasan dan Ketertiban Pasar adaIah melakukan sebagian tugas 
bidang Pengembangan di bidang pengawasan pasar,keamanan dan ketertiban dan kebersihan 
pasar, 

PasaI 15 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daIam PasaI 14 Peraturan ini, 
Kepaia Seksi Pengawasan dan Ketertiban Pasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang 
Pengembangan rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi pengawasan dan 
Ketertiban pasar untukdijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi pennasalahan - pennasaiahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksiPengawasan dan Ketertiban Pasar dan menyusun bahan. untuk pemecah masaIahnya; 

c.	 Menerima,mempelajari laporan dan saran dati bawahan sebagai masukan untuk bahan daIam 
menyusun program kerja selaniutnya; 
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g.	 mengevaJuasi hasil keIja bawahan sebagai bahan penyempurnaan basil keIja lebih Ianjut; 

h.	 melakukan keIjasama dengan unit keIja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

i.	 membuat laporan kepada KepaJa Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan daJam 
menyusun program keIja dinas lebih lanjut; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Kepala Seksi Penetapan
 

Pasall8
 

Tugas pokok kepala Seksi Penetapan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Penetapan 
dibidang kegiatan penetapan target dari setiap pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daJam Pasal 18 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Penetapan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit keIja lainnya dilingkungan Bidang 
Pendapatan daJam rangka rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi 
Penetapan untuk dijadikan pedoman daJam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi pennasalahan - pennasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Penetapan dan menyusun bahan untuk pemecah masalahnya; 

c.	 melaksanakan penetapan target dari setiap pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktura1 Umum di lingkungan 
Seksi Penetapan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guns; 

e.	 membagi habis tugas Penetapan kepada aparatur Non StrukturaI Umum sebagai bawahannya 
agar setiappersonil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

f.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban keIja dan sebagai masukan daJam 
penyusunan program dan rencana keIja lebih lanjut; 

g.	 memgevaJuasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan basil kerja lebih 
lanjut; dan 

h.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 

Kepala Seksi Penerlrnaan
 

Pasal20
 

Tugas pokok kepaJa Seksi Penerimaan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapalan 
dibidang Penerimaan pasar • 
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Pasal21 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Penerimaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi keria dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang 
Pendapatan rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi Penerimaan untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Penerimaan dan menyusun bahan untuk pemecah rnasalahnya; 

c. Membuat laporan setiap bulan perkembangan dari seluruh penerimaan yang disetorkan 
Kepala Unit Pasar Kepada Bupati. 

d. Mengajukan pennobonan pengadaan 
penyalurannya kepada kepaia Unit Pasar. 

karcis-karcis Retribusi dan penyalumn dan 

e. Mernimpin,mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang 
pendapatan yang meliputi pengembangan pasar serta pemeliharaan fasilitas di pasar agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

f. Mengbimpun, mengelola 
pengembangan pasar; 

dan menyusun data-data statistik yang berhubungan dengan 

g. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum di lingkungan 
Seksi Penerimaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya gunadan berbasil guna; 

h. membagi habis tugas Seksi Penerimaan kepada aparatur Non Struktural Umwn sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

i. mengwnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebib lanjut; 

j. memgevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan basil kerja lebib 
lanjut; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang beriaku; 

Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain 

Pasal22 

Tugas pokok kepala Seksi Pendapatan adalah melakukan sebagian tugas bidang Pendapatan di 
bidang kegiatan pengamatan sumber-sumber pendapatan guna menambah penerimaan pasar 
sebagai bahan membuat rancangan perda yang berkaitan dengan kegiatan pasar. 

PasaI23 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit keria lainnya dilingkungan Bidang 
Pendapatan rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi pendapatan lain-lain 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b.	 menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Pendapatan lain-lain dan menyusun bahan untuk pemecah masalahnya; 

c.	 Mengadakan pengamatan sumber-sumber pendapatan guna menambah penerimaan pasar 
sebagai bahan membuat rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan kegiatan pasar; 

d.	 Menerima,mempelajari laporan dan saran dari bawahansebagai masukan untuk bahan dalam 
menyusun program kerja selanjutnya; 

e.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum di lingkungan 
Seksi Pendapatan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

f.	 membagi habis tugas Seksi Pendapatan kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

g.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

h.	 merngevaluasi hasil pelalcsanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan basil kerja lebih 
lanjut; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlalcu. 

Bagian Kelima 

Kepala Bidang Kebersihan 

Pasal24 

Tugas pokok Kepala Bidang Kebersihan adalah melalcukan koordinasi penyusunan program kerja 
dibidang pendataan, penyusunan pola operasional kebersilum, perencanaan upaya 
penanggulangan, pemeliharaan kebersihan jalan dan lingkungan, pembinaan, pelatihan 
penyuluhan dan pementauan kebersihan jalan dan lingkungan, pengelolaan sampah di lokasi 
pembuangan akhir serta penyediaan perawatan peralatan dan sarana kebersihan. 

Pasal25 

Untuk menyelenggaralcan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan ini, 
Kepala Kebersihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam rangka penyusunan 
program kerja Dinas Pasar dan Kebersihan serta rencana kerja pada Bidang Kebersihan 
untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam sebagian tugas bidang Kebersihan 
yang meliputi pendataan, penyusunan pola operasional kebersihan, perencanaan upaya 
penanggulangan, pemeliharaan kebersihan jalan dan lingkungan, pembinaan, pelatihan 
penyuluhan dan pemantauan kebersihan jalan dan lingkungan, pengelolaan sampah di lokasi 
pembuangan akhir serta penyediaan peralatan dan samoa kebersihan, agar pelalcsanaan tugas 
dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

c.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Pasar dan 
Kebersihan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang 
Kebersihan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan; 
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d.	 membagi habis tugas pada Bidang Kebersihan kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
ada memahami beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

e.	 menerima, mempelajari laporan dan saran dati bawahan sebagai masukan untuk jadikan 
bahan dalam menyusun program ketja selanjutnya; 

f.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas 
secara berdayaguna dan berbasilguna; 

g.	 mengevaluasi hasilkerja bawahan sebagai bahan penyempumaan basil kerja lebih lanjut; 

h.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

1.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 
-->; menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

j.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku, 

Kepala Seksi Penyuluhan 

Pasa!26 

Tugas pokok kepala Seksi Penyuluhan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan 
dibidang kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat,Pendataan,Penyusunan pola operasional 
kebersihan,perencanaan upaya penangguiangan,pembinBan,pelatihan,pemantauan kebersihan 
pasar,tamanjalan dan lingkungan. 

Pasa!27 

Untuk menyeienggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 26 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit ketja lainnya dilingkungan Bidang 
Kebersihan rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja seksi Penyuluhan untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
seksi Penyuluhan dan menyusun bahan untuk pemecah masalahnya; 

c.	 melaksanakan penyuluhan kebersihan terhadap masyarakat dilingkungan pasar dan 
masyarakat umum; 

d.	 mengumpulkan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi penyuluhan sebagai pedoman 
penyusunan perencanaan program kerja; 

e.	 menghimpun, mengolah, menyusun dan mendokumentasikan data dan informasi 
perkembangan kebersihan pasar dan lingkungan; 

f.	 menyusun perencanaan dan melaksanakan pola operasional kebersihan pasar dan lingkungan 
sertapenanggulangannya; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum di lingkungan 
Seksi Penyuluhan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berbasil guna; 
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h.	 membagi habis tugas Seksi Penyuluhan kepada aparatur Non Struktural Umwn sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

i.	 mengwnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan daIam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih Ianjut; 

J.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil keJja lebih 
lanjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petuniuk dan 
ketentuan yang berlaku; 

Kepala Seksi operasional 

Pasal28 

Tugas pokok Kepala Seksi Operasional adaIah melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang 
kebersihan dibidang kegiatan pelaksanaan kebersihan pasar, jalan dan lingkungan, 
mengwnpuIkan dan mengangkut sarnpah dari tempat pembuangan sementara ke tempat 
pernbuangan akhir,menyelenggarakan penampungan,pengolahan,pemusnahan serta pemanfaatan 
sarnpah di lokasi tempat pembuangan sarnpah. 

Pasal29 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Operasional mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit keJja lainnya dilingkungan Bidang 
Kebersihan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja Seksi Operasional 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi 
Operasional dan menyusun bahanuntuk pemecaban masalahnya; 

,........
 
c.	 menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas Seksi Operasional sebagai pedoman 

penyusunan perencanaan program kerja; 

d.	 Menyusun perencanaan pola operasional kebersihan lingkungan perumahan, pasar dan 
jalan,mengawasi pelaksanaan serta mengevaluasi pelaksanaannya; 

e.	 melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sarnpah dari tempat pembuangan sementara 
(fPS) ketempat pembuangan akhir sampah (TPA); 

f.	 Menata sarnpah ditempat pembuangan air, memusnahkan serta memanfaatkan sampah 
ditempat pembuangan akhir; 

g.	 Menjaga dan mengendaIikan dampak pembuangan sampah dilingkungan tempat 
pembuangan akhir (TPA): 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umwn dilingkungan 
Seksi Operasional agar dapat mendapatkan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

1.	 membagi habis tugas Seksi Operasional kepada aparatur Non Struktural Umwn sebagai 
bawahan agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 

J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban keJja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana keJja lebih lanjut; 



,
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k.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan basil kerja lebih 
Ianjut; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk 
danketemuan yang berlaku ; 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 

Pasal30 

Tugas pokok Kepala Seksi Sarana dan Prasarana adalah melaksanakan sebagian togas Kepala 
Bidang Kebersihan dibidang kegiatan pengadaan dan atau menyediakan peralatan, pemeliharaan 
sarana dan peralatan serta menyimpan dan mengeluarkan setiap penggunaan barang-barang 
perlengkapan operasional Bidang Kebersihan. 

Pasal31 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 30 Peraturan ini, 
kepala Seksi Sarana dan Peralatan mernpunyai rincian togas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang kebersihan dalam 
rangka penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Peralatan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang togas 
Kepala Seksi Sarana dan Peralatan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Peralatan 
sebagai pedoman penyusunan perencanaan program ketja; 

d.	 melakukan pernantauan dan Pengawasan pelaksanaan pola pernanfaatan sarona dan 
peralatan serta kondisi di lapangan; 

e.	 melakukan evaluasi dari basil pernantauan sebagai dasar upaya pengawasan pemanfaatan 
sarona dan peralatan yang ada sebagai dasar peremcanaan pengadaan peralatan yang ada 
sebagai dasar perencanaaa pengadaan peralatan yang akan dipergunakan dalarn rangka 
kebersihan lingkungan dan jalan; 

f.	 menyiapkan Sarana danprasarana kebersihan dalam setiap pelaksanaan operasional kegiatan 
kebersihan danpelayanan masyarakat tentang sedot tinja; 

g.	 melaksanakan pemeliharaan sarana dan peralatan kebersihan dan mobil sedot tinja yang ada; 

h.	 melaksanakan,menyimpan dan mengeluarkan barang maupun peralatan barang yang ada 
sehingga pola pernanfaatan sarana danperalatan dapat terkontrol dengan baik; 

i.	 mendokurnentasikan data daninfonnasi sebagai bahan kelancaran pelaksanaan togas; 

j.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umurn dilingkungan 
Seksi Sarana dan Peralatan agar dapat melaksanakan togas secara berdayaguna dan 
berbasilguna; 

k,	 membagi habis tugas Seksi Sarana dan Peralatan kepada aparatur Non Struktural Umurn 
sebagai bawahanya agar setiap personil memaharni tugasnya dan tanggung jawabnya 
rnasing-rnasing; 

I.	 mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
togas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 
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m.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas 
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan 

n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku; 

BagianKeenam 

Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakamam 

Pasal32 

Tugas pokok Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakamam adalah melalrukan koordinasi 
penyusunan program kerja dinas dibidang pelaksanaan penelitian,perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pernbibitao tanaman dan pemeliharaan taman dan pemakaman umum. 

r:	 Pasal33 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 32 Peraturan ini, 
Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekertariat dalam rangka penyusunaan 
program kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebagai Pedoman Anggaran Pendapatao 
dan Belanja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang pertamanan dan pemakaman untuk 
menjadikao bahan acuan dalam melaksanakan tugasnya; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan 
bidang pertamanan dan pemakaman yang meliputi pelaksanaan 
penelitian,perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan pembibitao taoaman, pembangunan dan 
pemeliharaan taman dan taman serta Pemakaman umum, agar pelaksanaan tugas dapat 
beIjalan sesuai dengan program keIja yang telah disusun; 

c.	 melaksanakan survey, meneliti dan memberikan alternative penetapan lokasi pembibitao 
taoamao yang dipergunakao sebagai bahao taoamao pertamanan dan taoaman penghijauan 

.~ perkotaan yang dipergunakan; 

d.	 melaksanakan memelihara dan mengawasi pelaksanaan pernbibitao taoaman agar sesuai 
dengan perencanaan dan kebutuhan; 

e.	 melaksanakan penghijauan perkotaan sebagai upaya menunjang keindahan kota maupun 
upaya penyehatan lingkungan masyarakat perkotaan; 

f.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas Kebersihan 
dan keindahan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang 
Pertamanan dan Pemakaman sebagai Iandasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Pertamanan 
dan Pemakaman; 

g.	 membagi habis tugas pada bidang pertamanan dan pemakaman kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

h.	 menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikao 
bahan dalampenyusunan program kerja selanjutnya; 

i.	 memberikan motivasi kepada bawahao agar mampu melaksanakaa tugas secara berdaya 
guna dan berhasil guna; 

j.	 mengevaluasi basil keJja bawahan sebagai bahan penyempuroaan basil kerja lebih lanjut; 

k.	 melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
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1.	 mernbuat laporan kepada kepala dinas sebagai pertanggungjawaban kerja dan rnasukan untuk 
di jadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Dinas ebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku; 

Kepala Seksi Pertamanan 

Pasal34 

Tugas pokok Kepala Seksi Pertamanan adalah melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas 
Pertamanan dan Pemakaman di bidang kegiatan penyiapan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman. 

Pasal35 

o	 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Pertamanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Pertamanan dan 
pemakaman dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pertamanan, untuk 
dijadikanpedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Kepala Seksi Pertarnanan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 mengumpu1kan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Pertamanan 
sebagai pedoman penyusunan perencanaan program kerja; 

d.	 merencanakan lokasi taman yang sesuai dengan perkembangan tata perkotaan; 

e.	 menyusun perencanaan pembangunan pertaman; 

f.	 me1aksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan taman, agar pelaksanaannya 
sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan terlebih dahulu; 

g.	 me1aksanakan, perneliharaan taman serta menjaga kelestarian penghijauan perkotaan; 

h.	 mengevaluasi program pembangunan tabunan berjalan maupun taboo sebelumnya dan 
perkembangan-perkembangan fisik yang dicapai, sebagai bahan kebijaksanaan yang akan di 
ambil oleh Kepala Dinas; 

I.	 membuat bahan pedoman dan petunjuk yeknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 
pembangunan maupun pemeliharaan taman dan tanaman penghijauan perkotaan.yang 
disesuaikan dengan kebijaksanaan daerah; 

J.	 Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum dilingkungan 
Seksi Pertamanan agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

k.	 membagi habis tugas Seksi Pertamanan kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugasnya dan tanggu'ng jawabnya masing­
masing; 

1.	 mengumpu1kan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai masukan dalarn penyusunan program lebih lanjut; 

m.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tngas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas 
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan 

n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku; 
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Kepala Seksi Pemakarnan 

Pasal36 

Tugas pokok Kepala Seksi Pertamanan adalah rnelaksanakan sebagian tugas Bidang Pertarnanan 
dan Pernakarnan dibidang kegiatan pengaturan dan penataan, pengawasan serta pengendalian 
pernakarnan urnurn.. 

Pasal37 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 36 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Pernakarnan rnempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. rnelakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Pertarnanan dan 
pernakarnan dalarn rangka penyusunan program kerja Seksi Pemakaman untuk dijadikan 
pedoman didalarn pelaksanaan pekerjaan; 

b. rnenginventarisasi, pennasalahan-perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Kepala Seksi Pernakarnan dan rnenyusun bahan untuk pernecahan rnasalahnya; 

c. rnenginventarisir dan pernbinaan terhadap seluruh pernakarnam urnurn. 

d. rnengurnpulkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Pernakarnam 
sebagai pedornan penyusunan perencanaan program kerja; 

e. rnelakukan pernantauan dan pengawasan pelaksanaan pola pernanfaatan 
dipergunakan sebagai sarana pernakarnarn urnurn oleh rnasyarakat; 

laban yang 

f. rnelakukan evaluasi dari basil pernantauan sebagai dasar upaya penyusunan 
pengaturanlpenataan serta pengendalian dan pengawasan pernakarnarn urnurn; 

rencana 

g. rnendokurnentasikan data dan infonnasi perkernbangan program secara 
berkesinarnbungan sebagai untuk rnenunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

periodik dan 

h. rnernimpin, rnengarahkan dan rnernotivasi aparatur Non Struktural Urnurn dilingkungan 
Seksi Pemakaman agar dapat rnelaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 

i. rnernbagi habis tugas Seksi Pernakarnarn kepada aparatur Non Struktural Urnurn sebagai 
bawahannya agar setiap personil rnernaharni tugasnya dan tanggung-jawab rnasing-rnasing; 

j. rnengurnpulkan, rnenghirnpun dan rnenyusun bahan untuk rnernbuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai rnasukan dalarn penyusunan program lebih lanjut; 

k. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas 
lebih lanjut dan sebagai bahan pernbinaan bawahan; dan 

1.	 rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh ataSHD, sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku; 

•
Kepala Seksi Dekorasi Kota darl'Reklarne 
\ 

Pasal38 

Tugas pokok Kepala Seksi Dekorasi Kota dan Reklarne adalah rnelaksanakan tugas sebagian 
Bidang Pertamanan dan Pernakarnan dibidang kegiatan perencanaan, pengawasan, pengendalian, 
pernbangunanlpernasangan dan perneliharan dekorasi kota,reklarne dan larnpu hias. 



•
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Pasal39 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan ini, 
Kepala Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja lainnya dilingkungan Bidang Pertamanan dan 
Pemakaman dalam rangka penyusunan program kerja Seksi Dekorasi KOla dan Reklame 
untuk dijadikan pedoman didalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Dekorasi Kota dan Reklame dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. mengumpulkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Dekorasi KOla dan 
Reklame sebagai pedoman penyusunan perencanaan program kerja; 

d. membuat perencanaaan lokasi pemasengan dekorasi kota,reklame dan lampu bias dalam 
rangka menciptakan Kota yang indah dan nyaman; 

e. melakukan keriasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam melaksanakan 
pemasangan/pembangunan dekorasi kota,reklame dan lampu bias sesuai dengan perencanaan 
yang telah ditetapkan terlebih dahulu; 

f. melakukan pengawasan/pengendalian dan pemeliharaan terhadap pelaksanaan dekorasi kota, 
reklama danlampu bias penerangan taman; 

g. melakukan evaluasi terhadap terhadap pelaksanaan program taboo dalam bidang pelaksanaan 
dekorasi kota dan lampu bias; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktura1 Umum dilingkungan 
Seksi Dekorasi Kota dan Reklame agar dapat melaksanakan tugas secara herdayaguna dan 
berhasilguna; 

i. membagi habis tugas Seksi Dekorasi Kota dan Reklame kepada aparatur Non Struktura1 
Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugasnya dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih ianjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas 
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan bawahan; dan 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku; 

BAB IV
 

KETENlUAN LAIN DAN PENUlUP
 

Pasal 40
 

Ketentuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional, akan 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 41 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sarna 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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PasaI 42 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas akan 
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinassesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada peraturan 
penmdang-undangan yang berlaku. 

Pasa! 43 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

.PAW [~OORDlNASI
 

SEKwn OA1. 
f--­ -----~-

2. AS~~-" lWOM . " i .... 11 t'",_.'.'-, 

t~ , 
ILL i<b1!lAg o\"(~ml%1 

5, 

6, 

-I B_NHUJ~UM
\ -'.'-

Diundangkan di Kalian da 

pada tanggal :14 No~~et 2008 

's- Ditetapkan di Kalianda 

pada tanggal ,:Itf N~\?e.r 2008iiJ 
I / 

rv 
I 

, WENDY MELFA 

f"', i 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
 

RUSDI MALIKI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TABUN 2008 NOMOR 



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATl LAMPUNG SELATANBAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
NOMOR : 40 TAHliN 2008DINAS PASAR DAN KEBERSlllAN TANGGAL: .;lA. \'J~~r 2008 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

KEPALA DINAS 

I 

SUBBAGlAN 
UMUMDAN 

KEPEGAWAlAN 

KELOMPOK
 
lABATAN FUNGSIONAL
 

/~ 

I
 
BIDANG
 

PENGEMBANGAN
 

f ­

"­

f-

PASAR 

I
 

SEKSI
 
PEMBINAAN
 
PEDAGANG
 

PASAR
 

SEKSI
 
PENGEMBANGAN
 

DAN
 
PEMELIHARAAN
 

FASILITASPASAR
 

SEKSI
 
PENGAWASAN
 

DAN KETERTmAN
 
PASAR
 

I ­

BIDANG
 
PENDAPATAN
 

SEKSI
 
PENETAPAN
 

SEKSI
 
PENERIMAAN
 

SEKSI
 
PENDAPATAN
 

LAIN-LAIN
 

PARAF KOORDINAS I 
1. SEf(Wn DA "¥" 

AS!STEli !i\)V~ 
, 

? )L. 

3. 
, 

4. K~MOOrooV\l~~~1 

5. 

S. 

1. BA6IAN Hl.IIUIM 

UNIT PELAKSANA
 
TEKNIS
 

I 

I
 
BIDANG
 

KEBERSlllAN
 

I 

SEKSI - PENYULUHAN 

SEKSI 
I- OPERASIONAL 

SEKSI 
L SARANADAN 

PRASARANA 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN
 
PERENCANAAN
 

SUBBAGIAN
 
KEUANGAN
 

BIDANG 
PERTAMAN~ 

DAN PEMAKAMAN 

f ­

_ 

SEKSI
 
PERTAMANAN
 

SEKSI
 
PEMAKAMAN
 

SEKSI
 
DEKORASI KOTA
 
DANREKLAME
 

BUPATILAMPUNGSEL AN,
 

WENDY MELFA
 

I 


